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PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Menimbang

KOTA MANADO TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADQ,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado,
periu meneiapkan Peraturan Walikola ientang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Manado Tipe A;
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
dinhah terakhir r]pngnn TTnHan-TTanng Nomor 9 Tahun
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2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaliasi Pelaksanaan Rencana Pemhangiinan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Manado;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MANADO TIPE A

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
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Kota adalah Kota Manado.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.

Walikota adalah Walikota Manado.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan .

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan.

. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah.

Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan.

Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah
selanjutnya disingkat RPJMD merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMNasional).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota selanjutnya disingkat
RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari
wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW
provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan
ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota,
rencana pola ruang wilayah Kkota, penetapan kawasan
strategis kota, arahan pemantaatan ruang wilayah kota, dan
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.



BAB 1l
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Manado merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan  bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan.

(2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

BDadan Perencanaan, Penelitiain dain Pengembaigain Daerah
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan.
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dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal
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a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya,

b. npelaksanaan tug
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tugasnya,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis penyelenggaraan teknis sesuai dengan

lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyvelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya,

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan lingkup tugasnya.

o

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Manado terdiri dari :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat Badan, membawabhi :
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan;dan
3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporar.



c. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi :
1) Subbidang Urusan Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi & UMKM,Tenaga Kerja;
2) Subbidang Urusan Keuangan & Asei, Penanaman
Modal & Perijinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;dan
3) Subbidang Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan,
Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan.
d.Bidang Perencanaan Sosial Budaya & Pemerintahan,
membawalii :
1) Subbidang Urusan Sosial;
2) Subbidang Urusan Budaya;dan
3) Subbidang Urusan Pemerintahan.
e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah, mcmbawahi :
1) Subbidang Urusan PU dan Penataan Ruang,
Pertanahaii, Geospasial,
2) Subbidang Urusan Perumahan dan Permukiman,
Perhubungan;dan

2) Quhhidana ITriican Kaminfa
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Kecamatan.
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1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi APBD,;
2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur;dan
3) Subbhidang  Data, Laporan dan Informasi
Pembangunan Daerah.
g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

1) Subbidang Perumusan Perencanaan, Penelitian dan

e ]

Pengembangan;
2) Subbidang Peningkatan Kapasitas SDM
Kelitbangan;dan
3] Subbhidang Peningkatan Keriasama Jejaring
Kelitbangan.
h.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Perencana dan
Peneliti.

(2) Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 6

(1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Manado dipimpin oleh Kepala Badan.

(2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan  urusan pemerintahan di  bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan,

b. perumusan Kkebijakan perencanaan, penelitian dan
pengembangan;



c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daeran (RPJPDj, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);

d. pengkompilasian dan penyusunan dokumen Rencana
Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daeraly;

e. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,;

f. pengendalian kesesuaian antar indikator, kinerja RKPD

Arnreon ahiinl-an 1T Anmoonran (ZTTAY Anan Driarién
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dan Plafon Anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di
Rencaina Keija Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana
Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD);

g. pengoordinasian perencanaan dibidang ekonomi, sosial

budaya dan  pemerintahan,  infrastruktur dan
pengembangan wilayah ;

h. pelaksanaan Standar Pclayanan Minimal (SPM);

i. pelaksanaan Monitor dan evaluasi rencana
pembangunan;

pengembangan daerah,;

k. pengkoordinasian perencanaan pembangunan lintas
daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah
daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;

1. pemberian dukungan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah,;

m. pengkoordinasian penyusunan laporan kineria
pemerintah daerah,;

n. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta
pelayanan administrasi;

0. pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan
fungsional;dan

p. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

penyelenggaraan  pengkoordinasian  penelitian  dan

Ce

Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Pasal 7

(1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan.

(2) Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu kepala
Badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta
membina dan memberikan pelayanan teknis dan
administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi
badan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan
ketatalaksanaan  program, keuangan, pelaporan,
kepegawaian, umum, aset, dokumentasi, hukum, data
dan intormasi serta hubungan antar- lembaga dan
masyarakat;

b. pengkoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi
di lingkungan Perencanaan, Penelitian dan
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Pengembangan Daerah;
pengkoordinasian dan pengaturan kerjasama,

. pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis di

lingkungan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah ;

pelaksanaan urusan tata usaha Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah;dan

pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 8
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Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan
tugas perumusan kebijakan teknis  perencanaan,
pembimbingan , konsultasi dan  pengoordinasian
penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

™

ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi menyelenggarakai

fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD Bidang Perencanaan Ekonomi;

b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra dan Renja

Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi;

c: pengkoordlnasmn pelaksanaan Musrembang RPJPD,
RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan Ekonomi ;

d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang
Perencanaan Ekonomi;

e. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah Kota Manado Bidang Perencanaan
Ekonomi ;

f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi,
Kabupaten/Kota Bidang Perencanaan Ekonomi ;

g. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kota Manado Bidang Perencanaan
Ekonomi;

h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Perencanaan Ekonomi;

i. pelaksanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan
Ekonomi;

j. pelaksanaan  pengelolaan data dan  informasi
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan
Ekonomi ;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan
Ekonomi;dan

pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.
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Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 9

(1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

~—

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
mengkoordinaskan peiyelenggaraan tugas perumusail
kebijakan teknis perencanaan dan pembimbingan,
konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan di Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan.

Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian  penyusunan Rancangan RPJPD,

RPJMD, dan RKPD Bidang Perencanaan Sosial Budaya
dan Pamerintahan:

b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra dan Renja
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Sosial Budaya
dan Pemerintahan,;

c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD,
RPJMD, RKPD Ridang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan,;

d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang
Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;

e. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah Kota Manado Bidang Perencanaan
Sosial Budaya dan Pemerintahan;

f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi
Kabupaten/ Kota Bidang Perencanaan Sosial Budaya
dan Pemerintahan;

g. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kota Manado Bidang Perencanaan
Sosial Budaya dan Pemerintahan;

h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang
Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;

i. pelaksanaan  pengendalian/monitoring  pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan
Sosial Budaya dan Pemerintahan;

j. pelaksanaan  pengelolaan data dan  informasi
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan
Sosial Budaya dan Pemerintahan;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan
Sosial Budaya dan Pemerintahan ;dan

1. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.



Bagian Kelima
Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 10

(1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
mengoordinasikan penyelenggaraan tugas perumusan
kebijakan teknis perencanaan, dan pembimbingan,
konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan di Bidang Perencanaan Inirastruktur dan
Pengembangan Wilayah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian  penyusunan Rancangan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD Bidang Perencanaan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah,;

b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra dan Renja
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangain Wilayali;

c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrembang RPJPD,
RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan Infrasruktur dan
Pengembangan Wilayah;

d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisai
RTRW Dacrah dan RPJMD Bidang Pcrencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,;

e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah Kota Manado Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
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harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi ,
Kabupaten/Kota Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah;

g. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kota Manado Ridang Perencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,;

h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang
Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

i. pelaksanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

j. pelaksanaan  pengelolaan data dan  informasi
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan
Infastruktur dan Pengembangan Wilayah;dan

1. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.



(1)

(2)

Bagian Keenam
Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam menyiapkan dan
imeiyelenggarakan peruinusain kebijakai tekiis
monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan
daerah serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan
monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan serta penilaian atas

capaian hasil kincrja pcmbangunan dacrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Monitoring dan Evaluasi

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang
monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan daerah;

b. pengkoordinasian monitoring, evaluasi, pengendalian
dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana
pembangunan daerah,;

c. pengelolaan sistem pelaporan monitoring, evaluasi, dan
pengendalian program pembangunan daerah;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang
monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan daerah;

e. monitoring, evaluasi dan pengendalian kinerja
pembangunan daerah;

f. Penyusunan pelaporan hasil monitoring, evaluasi dan
pengendalian daerah;dan

g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan
atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 12

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan
penyelenggaraan tugas penelitian dan pengembangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan

menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana
dan program Kkelitbangan di daerah sesuai bidang
tugasnya,

b. pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi
dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota
dan kepada perangkat daerah di lingkungan Kota
Manado;

c. pembinaan penyusunana pedoman, analisis kebutuhan,
penetapan tujuan dan pengembangan desain program
dan kegiatan kelitbangan,

d. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan



kelitbangan pemerintah daerah;

pengkoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan,
ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana
serta sumber daya manusia kelitbangan;

pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga
kelitbangan malalui pendidikan formal yang lebih tinggi,
pelatihan, praktek kerja lapangan dan sebagainya sesuai
dengan kebutuhan dan kemapuan organisasi;

pcugnuun "dinasiai PEilyusSuiiaii laporan xqegia tan
kelitbangan  (penelitian,  pengkajian,  penerapan,
pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

. pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama

lracintnin  lralithanaonn  Aanoan atitr nanalitinm  Aan
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pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang
pemerintahan, perguruan tinggi maupun dengan lembaga
litbang swasta;

pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil
el lﬂ'\ongoﬂ di daerah:dan
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pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedelapan
Rincian Tugas Subbagian pada Sekretariat

Pasal 13

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan dalam
menviapkan bahan mulai pada proses perencanaan,
pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan,
pengevaluasian, serta pelaporan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :

(1)

a.

melaksanakan, merencanakan, mengelola administrasi
umum, pembinaan Aparatur Sipil Negara dan mengelola
administrasi kepegawaian;

. mengelola kearsipan, kerumahtanggaan dan

perlengkapan di lingkungan Badan,;
melaksanakan pelaporan Sub bagian Umum dan
Kepegawaian;

. melaksanakan pemeliharaan peralatan dan aset sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku;

melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan
dengan kesejahtraan pegawai;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 14

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan
mulai pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan
pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta
pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Rincian tugas Subbagian Keuangan :

a. menyusun rencana dan program kerja anggaran Badan;
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. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Manado;

mengelola administrasi keuangan dan pelayanan di
Bidang Keuangan pada Badan,;

melaksanakan pembukuan, perhitungan, penyimpanan
peralatan dan aset sesuai dengan peraturan dan
perundang-uindaingan yaig berlaku;

mengelola administrasi dan menatalaksanakan Aset;
menyusun laporan dan akuntasi aset dan barang;
menyusun laporan dan akuntasi aset dan barang;

menyusun rencana kebutuhan, penerimaan,
pcnyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang

kantor;

mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan
barang;

menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
Keuangan Badan;

menyusun Laporan Keuangan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado;

melaksanakan pelaporan Subbagian Keuangan;

. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada

atasan;dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 15

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan
mulai pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan
pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta
pelaporan berdasarkan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Rincian tugas Subbagian Perencanaan :

a.

menyusun rencana dan program kerja Lingkup Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Manado;

menyusun bahan Rencana Strategis Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado;
menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian
dan pengenbangan Daerah Kota Manado;

. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan, penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Manado sebagai bahan
penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD Kota Manado;
menghimpun, menyelaraskan dan mengelolah
perencanaan program dan Kegiatan dari bidang-bidang,
yang ada di Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Manado;

menghimpun dan mengelolah bahan evaluasi program dan
kegiatan =~ Badan  Perencanaan, Penelitian  dan
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(1)

(2)

g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD, LKPJ dalam bidang
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Manado sebagai bahan penyusunan LPPD, LKPJ Kota
Manado;

h. menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Manado sebagai bahan pertanggungjawaban ke Walikota
Manado;

i. menghimpun, mengelola dan menganalisa data serta
penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang;

j. menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Bidang
Perencanaan dan Pelaporan;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventasisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif

pemecahannya;

meimberikan sarain dain  pertimbangan tekinis kepada

atasan;

m. melaksanakan Pelaporan Kegiatan Lingkup Badan;dan

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

[—

=

Ao~

Dana 7 haln
uasxau 1\\40\4111”11&11
Rincian Tugas Subbidang pada
Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 16

Subbidang Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang

Perencanaan Ekonomi berdasarkan peraturan dan ketentuan

perundang-undangan.

Rincian tugas Subbidang Urusan  Perdagangan,

Perindustrian, Kopersi & UMKM, Tenaga Kerja :

a. merancang Penyusunn Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD
urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM,
Tenaga kerja;

b. menganalisis dan memverifikasi Rancangan Renstra dan
Renja  Perangkat Daerah  Urusan  Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;

c. menyiapkan Pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD,

RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi &
UMKM, Tenaga Kerja;

. meréncanakan pelaksanaan Sinergitas dan harmoinisasi
RTRW daerah dan RPJMD urusan Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;

e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Perdagangan,

DavinAdrrate Wanavraai  TTMIZNM Tanaon WA
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f. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan
Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;

g. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat,

Provinegi untulk Uruscan Perdaocanaoan nduectrian

ALANTL “iicaaan A MO R o S o S ) 4. erng Mv» ikiay

Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji
langkah-langkah  yang akan  ditempuh  dalam

memecahkan permasalahan urusan Perdagangan,
Pprmdanrmn I(rmprnm & UMKM, Tpnmm Ke ria;

[«



i.

L

merancanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
melaksanakan  pengelolaan data dan  informasi
perencanaan pembangunan daerah Urusan Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan
atas pelaksanaan perencanaan pembangunanan daerah
Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM,
Tenaga Kerja;dan

melaksanakan tugas iain yang diberikan atasan.

Pasal 17

(1) Subbidang Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal &

Perizinan, Pariwisata, Sekietariat Daerah mempuiiyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas  Subbidang Urusan Keuangan & Aset,
Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat

Noavals
aciail .

a.

merancang penyusunana rancangan RPJPD, RPJMD,
RKPD urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal &
Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;

. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan

Rania DParanalrzat Naarah Ilrmiean Kealiananan & Aoot
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Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat
Daerah;
menyiapkan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD,

RKPD Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal &
Perizinan Pariwisata Sekretariat Daerah;

. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Keuangan & Aset,
Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat
Daerah,;

membuat konsep pemhinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Keuangan & Aset,
Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat
Daerah;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Keuangan & Aset,
Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat
Daerah;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat,
Provinsi untuk Urusan Keuangan & Aset, Penanaman
Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariar Daerah;

. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji

langkah-langkah  yang akan  ditempuh  dalam
memecahkan permasalahan urusan Keuangan & Aset,
Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat
Daerah;

merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan &
Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata,
Sekretariat Daerah;
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I

melaksanakan  Pengelolaan data dan  intormasi
perencanaan pembangunan daerah Urusan Keuangan &
Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata,
Sekretariat Daerah,;

merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan
atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan,
Pariwisata, Sekretariat Daerah;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 18

(1) Subbidang Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan,
SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi
berdasaikai ketentuan peraturan perundang-undangail.

(2) Rincian tugas Subbidang Urusan Pertanian, Perikanan,
Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan :

a.

D

merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan,
SDA, Lingkungan Hidup & Kchutan;

menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan
Renja Perangkat Daerah Urusan Pertanian, Perikanan,
Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan,
menyiapkan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan,
SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan,;

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pertanian, Perikanan,
Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan;
membuat konsep pemhinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Pertanian,
Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup &
Kehutanan;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan
Perangkat Daerah Kota Manado  Urusan Pertanian,
Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup &
Kehutanan;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat,
Provinsi untuk Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan,
Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan:
melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji
langkah-langkah  yang akan  ditempuh  dalam
memecahkan permasalahan Urusan Pertanian, Perikanan,
Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan;
merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Urusan Pertanian,
Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup &
Kehutanan,;

melaksanakan pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah Urusan Pertanian,
Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup &
Kehutanan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Urusan Pertanian,
Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup &
Kehutanan;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



Bagian Kesepuluh
Rincian Tugas Subbidang pada
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 19

(1) Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Sosial :

a.

O

merancang penyusunanan rancangan RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat,
Trantibum Linmas, Adminstrasi Kependudukan dan
Capil;

. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan

Renja Perangkat Daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat, Trantibum Linmas, Adminsirasi
Kependudukan dan Capil;

menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat,
Trantibum Linmas, Adminstrasi Kependudukan dan
Lapii,

. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Sosial, Pemberdayaan
Masyarkat, Trantibum Linmas, Adminstrasi
Kependudukan dan Capil;

mcmbuat konscp pecmbinaan tcknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Sosial,
Pemberdayaan Masyarkat, Trantibum Linmas,
Adminstrasi Kependudukan dan Capil;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Sesial,
Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas,
Adminstrasi Kependudukan dan Capil;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat,
Provinsi untuk Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat,
Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan

Capil;

. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji

langkah-langkah  yang akan  ditempuh  dalam
memecahkan permasalahan Urusan Sosial,
Pemberdavaan Masvarakat, Trantibum Linmas,
Administrasi Kependudukan dan Capil;

merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Urusan Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas,
Administrasi Kependudukan dan Capil;

melaksanakan  Pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah Urusan Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas,
Administrasi Kependudukan dan Capil;

merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan
atas pelaksanaan perencanaan pembangunanan daerah
Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarkat, Trantibbum
Linmas, Adminstrasi Kependudukan dan Capil; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



Pasal 20

(1) Subbidang Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Urusan Sosial, Pemuda, dan
Olahraga :

a.

o2

Qe

merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,
Sekretariat Dewan;

. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan

Renja  Perangkat Daerah  Urusan Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;

menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,
Sekietariat Dewaii,

. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
Davanalratr MNManvalh WZata Manmada TTwirann WVAahiiAdavrann
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Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan,;
merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat,

Provinsi untuk Urusan Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan, Sekretariat Dewan;

. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji

langkah-langkah ~ yang akan  ditempuh  dalam

memecahkan pprmngalnhan [Jrusan Kehudavaan
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Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Urusan Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan,;
melaksanakan  pengelolan  data  dan  informasi
perencanaan pembangunan daerah urusan Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan
atas pelaksanaan perencanaan pembangunanan daerah
Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,
Sekretariat Dewan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 21

(1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Pemerintahan :

a.

merancang Penyusunanan Rancangan RPJPD, KRPJMD,
RKPD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB,
Pendidikan, = Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja,
Kepegawaian;



. menganalisis dan memveritikasi rancangan Renstra dan
Renja  Perangkat  Daerah  Urusan  Kesehatan,
Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda,
Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;,

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Menyiapkan
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan,
Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian,

. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesehatan,
Pemberdayaan = Perempuan, Perlindungan  Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda,
Olahiaga, Tenaga Keija, Kepegawaiail,

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Kesehatan,
Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda,
Qlahraga, Tcnaga Kerja, Kepegawaian;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Kesehatan,
Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda,
QOlahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat,
Provinsi untuk Urusan Kesehatan, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja,
Kepegawaian;

. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji
langkah-langkah  yang akan  ditempuh  dalam
memecahkan permasalahan Urusan Kesehatan,
Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda,
Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;,

merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Urusan Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda,
Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian,

melaksanakan  pengelolan data dan  informasi
perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda,
Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian,

. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan
atas pelaksanaan perencanaan pembangunanan daerah
Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB,
Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga  Kerja,
Kepegawaian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



(1)

Bagian Kesebelas
Rincian Tugas Subbidang pada Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 22

Subbidang Urusan PU dan Penataan Ruang , Pertanahan,

Geospasial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Rincian tugas Subbidang Urusan PU dan Penataan Ruang,

Pertanahan, Geospasial:

a. merancang penyusunanan rancangan RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan,
Geospasial;

b. menganalisis dan memverifikasi rancangan Rensira dan
Renja Perangkat Daerah Urusan PU dan Penataan Ruang,
Pertahanan, Geospasial;

c. menyiapkan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan,
Geospasial,

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
RTRW Daerah dan RPJMD Urusan PU dan Penataan
Ruang, Pertanahan, Geospasial;

e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
Pcrangkat Dacrah Kota Manado Urusan PU dan Pcnataan
Ruang, Pertanahan, Geospasial;

f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Perangkat
Daerah Kota Manado Urusan PU dan Penataan Ruang,
Pertanahan, Geospasial,

merencanakan dukungan pelaksanaan
provinsi untuk Urusan PU dan Penataan Ruang,
Pertanahan, Geospasial,

h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji

langkah-langkah ~ yang akan  ditempuh  dalam

memecahkan permasalahan Urusan PU dan Penataan
Ruang, Pertanahan, Geospasial;

i. merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan

perencanaan pembangunanan daerah Urusan PU dan

Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial,

melaksanakan  pengolalaan  data  dan  informasi

perencanaan pembangunan daerah Urusan PU dan

Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial,

k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan
atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial:
dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
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Pasal 23

(1) Subbidang  Urusan  Perumahan dan  Permukiman,

Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan pengembangan
Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(2) Rincian tugas Subbidang Urusan Perumahan dan

Permukiman, Perhubungan:

a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan Perumahan dan Permukiman,
Perhubungan;

b. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan
Renja perangkat Daerah Urusan Perumahan dan
Permukiman, Perhubungan;

c. menyiapkan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan Perumahan dan Permukiman,
Pernubungan,;

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perumahan dan
Permukiman, Perhubungan,;

e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
Peraigkat Daerahh Kota Mainado Urusan Perumahan dan
Permukiman, Perhubungan,;

f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Perumahan dan

Permukiman, Perhubungan,;

mcrencanakan dukungan pclaksanaan kcgiatan Pusat,

Provinsi untuk Urusan Perumahan dan Permukiman,

Perhubungan;

h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji
langkah-langkah  yang akan  ditempuh  dalam
memecahkan permasalahan Urusan Perumahan dan
Permukiman, Perhubungan,;

i. merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Urusan Perumahan

dan Permukiman, Perhubungan,;

melaksanakan  pengelolaan  data dan  informasi

perencanaan pembangunan daerah Urusan Perumahan

dan Permukiman, Perhubungan;

k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan
atas pelaksanaan perencanaan pembangunanan daerah
Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

o
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Pasal 24

Subbidang Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Rincian tugas Subbidang Kominfo, Statistik, Persandian dan

Kecamatan :

a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan
Kecamatan;

b. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan
Renja perangkat Daerah Urusan Kominto, Statistik,
Persandian dan Kecamatan,

c. menyiapkan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan
Kecamatan;



r—

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kota Manado Urusan  Kominfo,
Statistik, Persandian dan Kecamatan,;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Kominfo,
Statistik, Persandian dan Kecamatan;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat,
Provinsi untuk Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan
Kecamatan;

melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji
langkah-langkah  yang akan  ditempuh  dalam
memecahkan permasalahan Urusan Kominfo, Statistik,
Persandiain dain Kecamataii,

merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan,;

melaksanakan  pengelolaan data dan informasi
pcrencanaan pembangunana dacrah Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan,;

merencanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunanan daerah Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan;dan
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Bagian Kedua belas
Rincian Tugas Subbidang pada
Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

(1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi APBD mempunyai tugas
melakukan monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan
penyusunan  laporan  hasil  pelaksanaan  rencana
pembangunan daerah guna menunjang perencanaan
pembangunan selanjutnya.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi APBD :

a.

menyusun kebijakan teknis, rencana dan program
monitoring dan evaluasi APBD;

melaksanakan perumusan monitoring dan evaiuasi APBD
perencanaan pembangunan daerah,;

. menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan

monitoring dan evaluasi APBD;

. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan konsistensi
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membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kota Manado dalam hal menitoring dan
evaluasi APBD;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat,
Drnrritnas Ao Watna Aalarmm ol smanitaring Ao avalivaar
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APBD;

melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji
langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan
permasalahan monitoring dan evaluasi APBD;



h. melaksanakan  pengelolaan data dan  intormasi
perencanaan pembangunan daerah dalam hal monitoring
dan evaluasi APBD;

i. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan perencanaan pembangunanan daerah
subbidang monitoring dan evaluasi APBD;dan

j. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan
atasan.

Pasal 26

{1} Subbidang Monitoring dan Evaiuasi infrastruktur mempunyai
tugas melakukan monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan
penyusunan laporan hasil  pelaksanaan rencana
pembangunan daerah guna menunjang perencanaan
pembangunan selanjutnya.

(2) Rinciain tugas Sub DBidang Monitoring dan Evaluasi
Infrastruktur :

a. menyusun kebijakan teknis, rencana dan program
monitoring dan evaluasi infrastruktur;

b. melaksanakan perumusan monitoring dan evaluasi
infrastruktur pcrencanaan pembangunan dacrah;

c. menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan
monitoring dan evaluasi infrastruktur;

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan konsistensi
Perangkat Daerah Kota Manado antara RPJMD dan APBD;

. .
mam]'\nof' 1!!\1’\00“ nnm}“ncon fn]zrne naranNronNnaan ]/QT\’)AO
AUTLAAN WAL AVIIOU Y NULLIVMAGAGLL  LURLUD PUL VLIVARLIAGALL v ppaua

Perangkat Daerah Kota Manado dalam hal monitoring dan
evaluasi infrastruktur;

f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat,
Provinsi dan Kota dalam hal monitoring dan evaluasi
infrastruktur;

g. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji
langkah-langkah  yang akan  ditempuh  dalam
memecahkan permasalahan monitoring dan evaluasi
infrastruktur;

h. melaksanakan  pengelolaan  data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah dalam hal monitoring
dan evaluasi infrastruktur;

i. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan
atas pelaksanaan perencanaan pembangunanan daerah
subbidang monitoring dan evaluasi infrastruktur:dan

j. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan
atasan.

o

Pasal 27

(1) Subbidang Data, Laporan dan Informasi Pembangunan
Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan
pengembangan  prasarana Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK), pengumpulan dan pengelolaan dokumen,
data dan informasi, dukungan teknis penyusunan dokumen
perencanaan dan laporan pelaksanaan rencana
pembangunan, serta pengoordinasian  pengembangan
jaringan informasi dan perpustakaan untuk menunjang
perencanaan pembangunan.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Data, Laporan dan Informasi
Pembangunan Daerah :

a. melaksanakan pengembangan system informasi dan tata
kelola TI;



b. melaksanakan pengoordinasian, pengumpulan dan
pengelolaan bahan data dan informasi untuk menunjang
perencanaan pembangunan;

c. melaksanakan penyajian data dan informasi, publikasi
perencanaan pembangunan, serta dukungan teknis
penyusunan dokumen perencanaan dan laporan
pelaksanaan rencana pembangunan;

d. mengatur dan mengendalikan teknis pendataan dan
pelaporan perencanaan pembangunan daerah;

e. melaksanakan pengoordinasian dalam penyajian basis
data, informasi dan penentuan piatform TIK sebagai
sarana untuk mendukung perencanaan pembangunan
daerah;dan

f. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan
atasan.

Bagian Ketiga belas
Rincian Tugas Subbidang
pada Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 28

(1) Subbidang Perumusan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang litbang dalam penyusunan kebijakan teknis,
rencana, program, pemberian petunjuk penyusunanan
rekomendasi dari pembinaan pelaksanaan program dan
kegiatan kelitbangan pemerintah daerah.

(2) Rincian tugas Subbidang Perumusan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan :

a. menyusun kebijakan teknis, rencana dan program
kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

D. melaksanakan perumusan perencanaan pembangunan
daerah;

c. menyusun rekomendasi, regulasi, dan kebijakan yang

akan disampaikan kepada Walikota dan Perangkat

Daerah di Lingkungan kota Manado,

menyusui pedomai, analisis kebutuhai, penetapaii

tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan

kelitbangan;

e. melaksanakan pembinaan pelaksanaan program dan
kegiatan Kkelitbangan pemerintahan daerah;dan
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Pasal 29

(1) Subbidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kelithangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Bidang Litbang dalam pelaksanaan penguatan kelembagaan,
ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta
SDM kelitbangan.

(2) Rincian tugas Subbidang Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia kelithangan:

a. melaksanakan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan,
pembiayaan dengan sarana dan prasarana serta SDM

kelitbangan;



b. menyusun kebijakan teknis tentang upaya peningkatan
kapsitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal
yang lebih tinggi, pelatihan, praktek kerja lapangan sesuai
dengan kebutuhan dan kemapuan organisasi;

c. mengkoordinasian pendayagunaan pejabat fungsional
penelitian dan perekayasaan;dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 30

(1) Subbidang Peningkatan Kkerjasama Jejaring Keiitbangan

mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian
optimalisasi jejaring atau kerja sama kegiatan kelitbangan
dengan institusi penelitian dan pengembangan pemerintahan,
perguruan tinggi maupun lembaga litbang swasta serta
pengooidinasiain pelaksanaain sinkronisasi, keharmonisasi
dan sinergitas dengan penguatan sistem inovasi daerah.

(2) Rincian tugas sub bidang peningkatan kerja sama jejaring

(1)

(2)

(3)

kelitbangan:
a. menyusun Kkebijakan teknis optimalisasi jejaring atau

lainnya seperti lembanga litbang pemerintah, perguruan
tinggi dan lembaga litbang swasta;

b. menyelenggarakan diseminasi hasil kelitbangan di daerah;

c. melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas
kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kota
Manado;

d. menetapakn kebijakan penguatan sistem inovasi daerah
di kota Manado;

e. melakukan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah,;

f. melakukan pembherdayaan organisasi kemasyarakatan

dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi

daerah;

g. menyusun laporan kegiatan Kkelitbangan (penelitian,
pengkajian, penerangan, pengembangan, perekayasaan
dan pengoperasian) sesuai dengan kefentuan yang
berlaku;dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat belas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus
membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas
perencanaan  pembangunan, serta  penelitian  dan
pengembangan di daerah sesuai bidang profesi dan
keahliannya.

Tiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Perencana dan Peneliti dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-
masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraiuran perundang-undangan.

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Setiap pimpinain satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipcrgunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib
mengadakan rapat herkala.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 33

Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau  jabatan
administrator.

Kepala Bidang merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan
administrator.

Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan
eselon [Va atau jabatan pengawas.



BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan,
penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai
dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka

Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

RUM DJ. USULU
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
EPALA BAGIAN




LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MANADO

STRUKTUR ORGANISASI BADAN TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
PERENCANAAN, PENELITIAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
4 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MANADO TIPE A
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA BADAN NOMOR :
KOTA MANADO TANGGAL
TIPE A SEKRETARIS
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BIDANG PERENCANAAN BIDANG PERENCANAAN BIDANG PERENCANAAN BIDANG MONITORING BIDANG PENELITIAN DAN
EKONOMI SOSIAL BUDAYA DAN INFRASTRUKTUR DAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN
PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN
WILAYAH
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SUB BIDANG URUSAN SUB BIDANG ggsuﬂgﬁﬁ
PERDAGANGAN, - MONITORING DAN —
|| PERINDUSTRIAN, = SUB BIDANG URUSAN SUB BIDANG URUSAN PU EVALUASI APBD PERENCANAAN,
KOPERASI DAN UMKM, SOSIAL - DAN PENATAAN RUANG, PENELITIAN DAN
TENAGA KERJA PERTANAHAN, PENGEMBANGAN

GEOSPASIAL

SUB BIDANG
L] MONITORING DAN

SUB BIDANG
PENINGKATAN

SUB BIDANG URUSAN

SUB BIDANG URUSAN F—] BUDAYA SUB BIDANG URUSAN EVALUASI
KEUANGAN & ASET, — PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR K,?é’ﬁ?’r'gﬁﬁ (?z:a
PENANAMAN MODAL & PERMUKIMAN,
PERIJINAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT DAERAH

SUB BIDANG URUSAN
PERTANIAN, PERIKANAN,
KELAUTAN, PANGAN,
SDA, LINGKUNGAN
HIDUP & KEHUTANAN

SUB BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN

SUB BIDANG URUSAN

KOMINFO, STATISTIK,
=1 PERSANDIAN DAN
KECAMATAN

SUB BIDANG DATA,
LAPORAN DAN
INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH

SUB BIDANG
PENINGKATAN
KERJASAMA JEJARING
KELITBANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT



